
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 24 TAHUN 2 0 2 1  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,  

Menimbang 

Mengingat 

a .  bahwa berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati dan 
Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2 0 2 1 - 2 0 2 6  

telah ditetapkan Program Prioritas Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2 0 2 1 ;  

b .  bahwa untuk percepatan pelaksanaan program prioritas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu d ilakukan 
pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur ;  

c .  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah , untuk melaksanakan perubahan program 
prioritas pembangunan daerah dapat dilakukan pergeseran 
anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, dan c diatas , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 2 1  

1.  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ;  2 .  Undang-Undang Nomor 3 7  Tahun 2003 ten tang i Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 5 2 ,  Tambahan Lemhara/ Negara Republik Indonesia Nomor 4347) :  

3.Undang-Undang. 
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3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;  

5 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

6 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;  

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 9  Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2 0 1 2  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2 0 1 2  

Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340);  

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Rcpub l ik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyeienggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerau 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,  dan I n f o r m a s i  
La po ran Penyelenggaraan P e m e r i n  tah Dae rah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
2007 Nomor 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik( 
Indonesia Nomor 4693) ;  

12.Peraturan . . .  

ten tang 
Republik 

Lembaran 



1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 0  tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 0  
Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia  
Nomor 5 1 0 7 ) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 2 3 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Repub l ik Indones ia  Nomor 5 1 6 5 ) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 7  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan envelenggaraan Pemerintah 
Dacrah (Lembaran Negara Rpublik Indones ia  Tahun 2 0 1 7  
Nomor 73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 0 4 1 ) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 7  ten tang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan nggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 9  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  
I n d o n e s i a  Tahun 2 0 1 9  Nomor 42 ,  Tambahan Lembaram 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;  

17 .Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 
2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republ ik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 1 8 ) ;  

1 8 .  Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 6  Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peratran Menteri  Dalm Negeri Nomor 
36 Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16  Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kcpala Dacrah tentang enjabaran nggran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah (Berita Negara Republ ik  Indonesia 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 525) ;  

1 9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  
sebagaimana telah diubah beberapa ka l i  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2 0 1 9  

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Neger i  Nomor 32 Tahun 20 l  l  ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosia l  yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 565) ;  

20 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2  
tentang Pedoman Pengelolaan Investas i  Pemerintah Daerah 

(Berita Negara R c p u lJ Ji k Ind01 w s ia  Tahun 2 0 1 2  Nomor  7 5 4 ) ;  I 
21.Peratuuran. . .  



Menetapkan 
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2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1  7  
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 1067) ;  

22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 2 1  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888 ) ;  

2 3 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;  

24 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
Anggaran 2 0 2 1  (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5) .  

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ NOMOR 
82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2 0 2 1 .  

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 2 1  (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 
82 ) ,  diubah sebagai berikut : 

1 .  Ketentuan Pasal 6 d iubah ,  sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 6 
( 1 )  Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 5 . 2 0 1. 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  (Lima miliar du ratus satu juta 

Zima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :  
a. Retribusijasa umum ; 
b.  Retribusi jasa usaha; dan 
c. Retribusi perizinan tertentu. 

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  huruf a dengan rincian scbagai berikut. 

a. Semula Rp .  1 . 8 9 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

b .  Bertambah/ (Berkurang) Rp. 55 .000 .000 ,00 
Jumlah Belanja Rp. 1 . 9 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
Setelah Perubahan 

(3JRetribusi... I 
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(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf b dengan rincian sebagai berikut: 
a .  Semula Rp. 1 . 8 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

b. Bertambah/(Berkurang) RD. ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )  

Jumlah Belanja Rp.  1. 7 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
Setelah Perubahan 

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan scbesar 

Rp. 1. 5 0 1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  (Satu miliar lima ratus satu juta 
rupiah). 

2 .  Ketentuan Pasal 1 4  diubah, sehingga Pasal 1 4  berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 4  

( 1 )  Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 3  huruf a sernula direncanakan sebesar 

Rp. l. 1 3 4 .4 0 9 .4 5 2 . 3 4 4 , 0 0  (Sat triliun seratus tiga 
puluh empat miliar empat ratus sembilan juta empat 
ratus lima puluh da ribu tiga ratus empat puluh empat 
rupiah), bertambah scbesar Rp. 1 . 3 4 5 . 9 2 2 . 2 0 0 , 0 0  (Satu 
miliar tiga rats empat puluh lima juta sembilan ratus 
dua puluh dua rib dua ratus rupiah) sehingga rnenjadi 
sebesar Rp. 1 . 1 3 5 . 7 5 5 . 3 7 4 . 5 4 4 , 0 0  (Satu triliun seratus 
tiga puluh lima miliar tujuh ratus Zima pluh lima juta 
tiga rats tujuh puluh empat rib lima ratus empat 
puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 
b.  Belanja barang dan jasa; 
c .  Belanja bunga; 
d .  Belanja subsidi; dan 
e .  Belanja h ibah .  

(2) Belanja pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a dengan rincian scbagai berikut:  
a .  Semula Rp. 6 9 5 . 7 9 7 . 9 6 7 . 1 9 8 , 0 0  
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp .  ( 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )  

Jumlah Belanja Rp. 6 9 5 . 4 9 7 . 9 6 7 . 1 9 8 , 0 0  

Setelah Peru bahan 

(3) Belanja barang dan jasa sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b dengan rincian sebagai berikut: 
c .  Semula Rp. 4 1 7 .4 1 5 . 8 9 4 . 1 4 6 , 0 0  
d .  Bertambah/ (Berkurang) Rp .  1 . 6 4 5 9 2 2 . 2 0 0 , 0 0  

Jumlah Belanja Rp. 4 1 9 . 0 6 1. 8 1 6 . 3 4 6 , 0 0  

Setelah Peru bahan 
(4) Belanja bunga scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c direncanakan sebesar Rp. 4 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,   

(Empat miliar tiga ratus juta rupiah). 

(5 ) Bclanja subsidi scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
huruf d direncanakan scbesar Rp. l . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,   

(Satu miliar dua ratus juta rupiah). 
(6) Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf e direncanakan sebesar Rp .  1 5 . 6 9 5 . 5 9 1 . 0 0 0 , 0 0  

(Lima belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta 
lima ratus sembilan puluh sat rib rupiah). 

3.Ketentuan.. .  

% 
I 
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3 .  Ketentuan Pasal 1 5  diubah, sehingga Pasal 1 5  berbunyi 
scbagai berikut: 

Pasal 1 5  

( 1 )  Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14  ayat (2)  direncanakan scbesar 
Rp. 695.497.  967 . 198 ,00 , -  (Enam ratus sembilan puluh 
lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta 
sembilan rats enam puluh tujuh ribu seratus sembilan 
puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Gaji dan tunjangan ASN; 
b.  Belanja tambahan penghasilan ASN;  
c .  Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya ASN;  
d .  Belanja gaji dan tunjangan DPRD; 
e .  Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;  
f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH ;  
g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah ;  dan 
h. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a dengan rincian sebagai berikut: 
a .  Semula Rp. 483 .751.025 .604 ,00  
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (4 .609 .250 .000 ,00 )  

Jumlah Belanja Rp . 4 79 . 1 4 1 .  775 .604,00 
Setelah Perubahan 

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 2 7 . 0 1 8 . 6 3 0 . 0 9 4 , 0 0 , -  (Dua puluh tujuh miliar 
delapan belas juta enam rats tiga puluh ribu sembilan 
puluh empat rupiah). 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 138 .976 .580 .000 ,00 , -  (Seratus tiga puluh delapan 
miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta Zima ratus 
delapan puluh ribu rupiah). 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp. 24 .  730 .  761.300 ,00 , -  (Dua puluh empat miZiar tujuh 
ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu 
tiga ratus rupiah). 

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH scbagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan sebesar 

Rp.  1 8 2 . 6 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ,  (Seratus delapan puluh da juta 
enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah). 

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf f direncanakan sebesar Rp. 652 . 000 .000 ,00 ,   

(Enam ratus Zima puluh dua jut a rupiah). 

(8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 20.486.358 .000,00 , -  (Dua 
puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga 
ratus Zima puluh delapan rib rupiah). 

(9)Belanja.. 

{ 
I 
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4 .309.250 .000 ,00  

0 ,00 
4 .309 .250 .000 ,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

(9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf h dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Belanja 
Setelah Perubahan 

3 .  Ketentuan Pasal 16  diubah, sehingga Pasal 1 6  berbunyi 
se bagai beriku t: 

Pasal 1 6  

( 1 )  Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 4  ayat (3) semula 
direncanakan sebesar Rp. 4 1 7 .4 1 5 . 8 9 4 . 1 4 6 , 0 0 , -  (empat 
ratus tujuh belas miliar empat ratus limas belas juta 
delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat 
puluh enam rupiah) bertambah sebesar 
R p . 1 . 6 4 5 . 9 2 2 . 2 0 0 , 0 0  (Sat miliar enam ratus empat 
puluh lima juta sembilan rats dua puluh dua ribu dua 
ratus rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja barang; 
b .  Belanja jasa; 
c .  Belanja peme l i haraan ;  
d .  Belanja perjalanan d i n a s ;  
e .  Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/ pihak la in/ masyarakat; 
f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional 

sekolah; dan 
g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum 

Daerah. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a dengan rincian sebagai berikut: 
a. Semula Rp. 97 . 5 8 6 .4 5 1. 8 7  4 ,00 
b .  Bertambah/ (Berkurang) Rp.  ( 6 . 2 5 7 . 3 8 3 . 9 7 0 , 0 0 )  

Jumlah Belanja Rp .  91.329 .067 .904 ,00  
Setelah Perubahan 

(3) Belanja jasa sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b dengan rincian sebagai berikuL :  
a .  Semula Rp. 1 9 9 . 8 8 2 . 9 2 0 . 9 7 2 , 0 0  

b.  Bertambah/(Berkurang) Rp. (  19 .  7  l  l  .42 1 . 000 ,00 )  
Jumlah Belanja Rp. 1 8 0 . 1 7 1 .4 9 9 . 9 7 2 , 0 0  
Setelah Perubahan 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf c dengan rincian sebagai berikut 
a. Semula Rp .  1 1 .4 0 2 .4 6 4 . 3 0 0 , 0 0  
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (400.000 .000 ,00 )  

Jumlah Belanja Rp. 11.002.464 .300 ,00 
Setelah Peru bah an 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf d dengan rincian sebagai berikut: 
a .  Semula Rp. 5 8 . 3 9 8 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0  

b .  Bertambah/(Berkurang) Rp. 1 4 1 . 7 8 7 . 0 0 0 , 0 0  
Jumlah Belanja Rp .  58 .540 .5 12 . 000 ,00 
Setclah Perubahan 

(6)Belanja... 

# 
/ 
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(6) Belanja uang dan/ a tau jasa untuk diberikan kepada 
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan sebesar 
Rp. 1 9 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , -  (Seratus sembilan pulh dua juta 
dua ratus Zima puluh ribu rupiah). 

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah 
scbagaimana d i m a k s u d  pada ayat ( )  h u r u f  f  

direncanakan sebesar R p .  4 9 . 9 5 3 . 0 8 2 . 0 0 0 , 0 0 , -  (Empat 
plh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga 
juta delapan puluh da rib rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah 
pada ayat ( 1 )  huruf g se kolah se bagaimana dimaksud 

dengan rincian sebagai berikut: 
a. Semula Rp.  0 , 0 0  
b.  Bertambah(Berkurang) Rp. 27.872.940.170, 

Jumlah Belanja Rp. 2 7 . 8 7 2 . 9 4 0 . 1 7 0 , 0 0 ,  
Setelah Perubahan 

4 .  Ketentuan Pasal 1 7  diubah, sehingga Pasal 1 7  berbuny i 
sebagai berikut:  

Pasal 1 7  

(  1 )  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 3  huruf b semula direncanakan sebesar 
R p . 2 1 9 . 5 8 2 . 1 8 7 . 2 3 6 , 0 0 , -  (Dua ratus sembilan belas 
miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus 
delapan pluh tujh rib dua ratus tiga pluh enam 
rupiah) berkurang sebesar Rp. 1 . 345 .922 .200 ,00 ,   

(Sat miliar tiga ratus empat puluh Zima juta sembilan 
rats dua puluh dua rib dua ratus rupiah) sehingg 
menjadi sebesar Rp. 2 1 8 . 2 3 6 . 2 6 5 . 0 3 6 , 0 0 , -  (Dua ratus 
delapan be las miliar dua ratus tiga puluh enam jut a dua 
ratus enam puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. Belanja modal peralatan dan mesin .  
b .  Belanja modal gedung dan bangunan ;  
c .  Belanja moda l ja lan,  jar ingan ,  dan irigasi ;  dan 
d .  Belanja modal aset tctap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Semula Rp. 5 5 . 8 9 3 . 5 4 3 . 65 0 , 0 0  
b. Bertambah/(Berkurang Rp. (I.172.672.200, 

Jumlah Belanja Rp. 5 4 . 7 2 0 . 8 7 1 . 4 5 0 , 0 0  

Setelah Perubahan 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dengan rincian sebagai 
berikut: 

% 
(1)Belanja . . . ( 

/ 

a .  Semu la Rp .  5 0 . 3 4 4 . 2 39  .586,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (173.250.000,00 
Jumlah Belanja Rp. 5 0 . 1 7 0 . 9 8 9 . 5 8 6 , 0 0  
Setelah Perubahan 
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(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c direncanakan sebesar 
R p . 1 1 1 . 1 6 6 . 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , - ( S e r a t u s  sebelas miliar seratus 
enam puluh enam juta sembilan ratus empat ribu 

rupiah). 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1 )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp.  2 . 1 7 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , -  (Dua miliar seratus tujuh puluh 

tujh jut lima rats rib rupiah). 

5.  Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 26 

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 2 1 .  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan .  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur . 

H .  LANOSIN 

202 1  

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 2 M@ 2 0 2 1  r PAT! AN KOMERlfiG ULU l�MUR, 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 4 M~ 

( 
SEKRETARIS DAERAH ,(/ KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR'7 

( 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU T I M U R  TAHUN 2 0 2 1  NOMOR 24 


